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ABSTRAK

Abdul Hadi,2015. Manajemen Pengkaderan DPW PKB DIY Periode 2011-
2016 dalam Rangka Pendidikan Politik Calon Anggota legislatif Partai (Telaah
Fungsi perencanaan dan Pengawasan), skripsi. Manajemen Dakwah, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang
penerapan fungsi perencanaan dan Pengawasan pada kegiatan Pengkaderan dalam
Pendidikan Politik Calon Anggota Legislatif Partai DPW PKB DIY. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat dipergunakan untuk perbaikan pengkaderan di partai politik
selanjutnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil subjek
DPW PKB DIY, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan
fungsi perencanaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan pengkaderan Pendidikan
politik Caleg Partai di DPW PKB DIY. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan Wawancara, adalah suatu metode yang penulis pergunakan untuk
mendapatkan informasiatau keterangan langsung dari lembaga DPW PKB DIY,
untuk mengetahui penerapan fungsi perencanaan dan pengawasan dalam Pendidikan
Politik. Metode Dokumentasi, metode ini dugunakan untuk mengumpulkan data yang
bersifat dokumentasi tertulis, seperti struktur partai, laporan-laporan, surat-surat,
manuskrip dan keputusan-keputusan lainya yang dimiliki oleh DPW PKB DIY. Dan
metode Observasi digunakan sebagai kontrol terhadap wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa Fungsionalisasi
Pengawasan di DPW PKB DIY belum maksimal. Sebab partai dalam penelitian
masih setengah-setengah dalam menjalankan fungsi pengawasanya serta terdapat
tumpang tindih dalam mengorganisir tugas pada pengurus partai. Salah satunya
disebabkan karena aturan yang kurang ketat dan partai tidak tegas memberlakukanya
dan Fungsi perencanaan telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan
teridentifikasinya sebagian besar permasalahan yang ada pada pengkaderan
pendidikan politik calon anggota legislatif partai dan mampu ditemukan solusinya.

Kata Kunci : Manajemen, Pengkaderan, dan Pendidikan Politik

xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalah pahaman judul skripsi ini maka

penelitimemberikan penegasan dan batasan istilah-istilah berikut :

1.

Pengkaderan
Pengkaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidikatau
membentuk seseorang menjadi  kader. Istilah kader, umumnya
menunjukan pada pengertian kelompok elit atau inti sebagai bagian
kelompok atau jamaah yang terpenting dan yang telah lulus dalam
proses seleksi. Adapun pengertian kader yang lebih oprasional menurut
imawan wahyudi adalah seseorang yang telah menyetujui dan meyakini
kebenaran suatu tujuan dari suatu kelompok atau jamaah tertentu,
kemuadian secara terus-menerus dan setia turut berjuang dalam peroses
pencapaian tujuan yang telah sietujui dan diyakini itu.
Kegiatan pengkaderan disini maksudnya adalah pengungkapan
serangkain kegiatan yang terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan yang

secara keseluruhan ditunjukan pada proses pembentukan kader Partai.

hal. 488.

! Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ),



2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DI'Y

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah sebuah partai

politik ~ di  Indonesia.Adalah  sebuah|partai  politik|Berideologi

Konservstisme(di|Indonesia]  didirikan  diJakartalpada tanggal|23

Jul|L998](29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah), Partai ini lahir di era

reformasi oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang dideklarasikan

olen para kiai-kiai |Nahdlatul Ulama| seperti|Munasir Ali| llyas

Ruchiyat,[Abdurrahman Wahid||A. Mustofa Bisri] dan A. Muhith

Muzadi.? keinginanNahdlatul Ulama(NU) dari seluruh pelosok negeri
yang mengharapkan hadirnya satu wadah yang dapat menampung
aspirasi politik kaum Nahdliyyin. Keinginan itu direspon oleh Pengurus
Besar NU(PBNU) yangkemudian membidani lahirnya PKB dan segera
membentuk PKB di tingkatan propinsi, salah satunya Daerah istimewa
Yogyakarta PKB mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan
tradisi dan cita-cita NU, yakni berdasarkan Pancasila, mempertahankan
NKRI, menjaga plural, menjunjung nilai kemanusiaan universal dan

menciptakan keadilan dan kesejahteraan Indonesia.®

Setelah bersdiri partai, maka untuk melakukan kekuatan politik
dan konsolidasi antar tingkat daerah maka salah satunya diperlukan

pembentukan perwakilan wilayah atau daerah yang disingkat menjadi

[“http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan Bangsa|di akses pada 26 februari 2015,
jam 11.30 WIB.

*Mabda ’siyasi[http://wwwhttps://generasipkb.wordpress.com] Di akses pada 29 februari,
jam 16.20 WIB
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Dewan Perwakilan Wilayah ( DPW ) Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan kajian ini adalah penelitian wilayah atau daerah yang
mempunyai peran strategis dalam melakukan konsolidasi partai di
tingkat daerah.maka sesuai dengan kaidah tersebut fokus kajian tentang
penelitian ini adalah tentang manajemen pengkaderan dalam rangka
pendidikan politik calon legislatif partai 2014.
Fungsi Perencanaan dan Pengawasan

Perencanaan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan
suatu proses,cara atau perbuatan merencanakan (merancangkan).*Yang
dimaksud fungsi perencanaan dalam skripsi ini adalah proses penentuan
dan penyusunan program-program kegiatan serta perumusan tujuan
pelaksanaan kegiatan pengkaderan Calon Legislatif Partai berdasarkan
suatu perencanaan yang selalu mengacu pada pencapaian tujuan.

Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan®. Pengawasan juga
diartikan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan guna lebih
menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.®

Fungsi pengawasan yang dimaksud disini adalah tindakan
mengecek atau mengawasi jalanya kegiatan pengkaderan Calon

Legislatif Partai yang dilakukan dengan menetapkan standar alat ukur

hal. 946

* Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ),

*ibid hal. 946

® Sondang P. Siagan, Fungsi-fungsi manajerial, ( jakarta : Buni Aksara,2001 ), him. 169.



yakni tujuan pengkaderan Calon Legislatif Partai apakah berjalan
dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi yang
dimaksud manajemen Pengkaderan DPW Partai Kebangkitan Bangsa
DIY dalam rangka pendidikan politik Calon Anggota Legislatif Partai
(telaah Fungsi perencanaan dan pengawasan) diatas dalah penentuan
tujuan kegiatan dan penyusunan program-program kegiatan maupun
untuk mengetahui mengenai proses pengamatan,memeriksa dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan
yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni dalam serangkaian kegiatan
yang terdiri dari pembentukan kader melalui kegiatan pengkaderan
Calon Anggota Legislatif Partai yang dilaksanakan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DIY pada periode tahun

2011-2016.

B. LATAR BELAKANG MASALAH
Manajemen pengkaderan pada politik yang berbasis islam secara
umum belum berhasil dalam mewujudkan efektifitas politik (political
effectivity). Salah satu pangkal inektivitas politik inimenurut Allan A.Samson
adalahkepemimpinan.’Kepemimpinan partai belum mampu memfungsikan
partai sebagai medium artikulasi kepentingan politik umat islam.
Menurut Allan A. Samson lebih lanjut, terdapat tiga faktor yang

menyebabkan ketidak-efektifan politik tadi. Dan, hal ini dapat juga disebut

’Allan A. Samson, “Religious Belief and political Action in Indonesian Politics” dalam R.
William Liddle (ed.) Political participation in modern Indonesia, monograph series. No. 19, Yale
University, hal. 118. Lihat juga allan A. Samason, Samson, Islam and Politics in Indonesia
“disertasi tidak dipublikasikan dari Universiti of Bakery, tahun 1972”.



sebagai problema politik islam, yaitu : (a) adanya overestimasi banyak
pimpinan partai islam tetang kekuatan ril yang dimilikanya, atau
aplikasipolitik dari apa yang disebut dengan mitos kemayoritasan (the myth of
the numerical majority); (b) bersifat ekternal yaitu adanya usaha perusakan
yang disengaja oleh kekuatan politik luar; (c) adanya perbedaan antara
pimpinan partai tentang hubungan keyakinan keagamaan dan aksi politik
(religious belief and political action).®Selain problema diatas, politik islam
juga diliputi oleh problema lain meliputi kurang dikembangkanya kajjian
starategis tentang kondisi social politik dan kecenderunganya sebagai dasar

untuk merumuskan kebijakan strategis sebagi isu politik.

Dari semua itu problema yang mendasar politik islam adalah proses
manajemen pengkaderan untuk mewujudkan kader-kader yang berkualitas
dan bermoral baik yang tidak hanya mendasarkan pamor belaka. serta
mencari jalan yang lebih efektif untuk masa depan dan pengalaman yang lalu
untuk perbaikan masa yang akan datang, kemudian mengembangkan cara-
cara baru dan secara berkala tetapi mengadakan kaderisasi, penataran, latihan
dan sebagainya agar pendukung dakwah yakni para politikus Muslim lebih
terampil dalam menunaikanya.’

Apa yang dilakukan partai, merupakan keinginan bersama untuk

melanjutkan estafet kekuasaan partai politik. Namun sayang, belakangan ini

®Allan A. Samson, “Religious Belief and political Action in Indonesian Politics” dalam
R. William Liddle (ed.) Political participation in modern Indonesia, monograph series. No. 19,
Yale University, hal. 118.

% M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah, ( Jakarta : Wijaya, 1982), him 242



pengkaderan di partai politik tidak menjadi prioritas, karena partai politik
sudah tergerus kepada kepentingan politik pragmatis.

Salah satu kepentingan pragmatisnya adalah partai politik lebih
dominan memikirkan persoalan finansial untuk memenangkan pertarungan
kekuasaan, sebut saja seperti Pemilu legislatif.Fakta-fakta politik di atas,
akhirnya menjadikan sistem pengkaderan di partai politik Islam semakin
melemah bahkan tidak terlalu penting lagi.

Peristiwa-peritiwa seperti ini merupakan fakta yang tidak dapat kita
pungkiri, bahwa pengkaderan di partai politik tidak terlalu penting. Beberapa
persoalan yang diuraikan di atas sebenarnya, menggambarkan betapa
rusaknya bangsa ini akibat tidak ada sistem pengkaderan yang baik dalam
partai politik. Yang paling merusak bangsa ini adalah tidak ada sistem
perkaderan di partai. Artinya, lemahnya model pengkaderan membuat
rekrutmen kader banyak yang ‘ujug-ujug’ seperti pencalegan yang terjadi saat
ini. Dari latar belakang diatas kiranya menarik bagi penyusun untuk diteliti
mengingat PKB adalah partai yang mempunyai sejarah panjang. sehingga
diangkatlah judul “Manajemen Pengkaderan DPW Partai Kebangkitan
Bangsa DIY Periode 2011-2016 Dalam Rangka Pendidikan Politik Calon
Anggota Legislatif Partai (Telaah Fungsi Perencanaan Dan Pengawasan)”
RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut : Bagaimana penerapan fungsi perencanaan dan pengawasan



pada Pengkaderan Calon Anggota Legislatif dalam rangka pendidikan politik
(Studi di DPW Partai Kebankitan Bangsa DIY) Periode 2011-2016 ?
TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui pelaksanaan perencanaan dan pengawasan DPW PKB
DIY dalam menjalankan fungsi yaitu memberikan pendidikan politik dan
menciptakan kader yang berkualitas
KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai manajemen perencanaan
dan pengawasan khususnya bagi jurusan Manajemen Dakwah sebagai
bahan pertimbangan dan pengembangan ilmu dakwah.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya kemajuan pelaksanaan
organisasi atau kelembagaan yang berorientasi pada perjuangan dakwah.

TELAAH PUSTAKA

Berangkat dari survey yang penelititelusuri di berbagai media dari
UPT-strata-1 (UPT-S1) Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Perpustakaan Kota Yogyakarta, menunjukan bahwa kajian untuk penulisan
skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah pertama, morilitas politk
PKB (aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai

modern). Karya Imam Nahrowi ini berbicara mengenai moralitas politik yang



berkembang di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene di backup
olen para Kiayi pesantren NU. Bagaimana kultur peasntren NU yang
tradisional mampu mewarnai perjalanan Politik PKB mulai dari awal
berdirinya PKB hingga meng agendakan pewarisan estapet kepemimpinan
sampai penentuai visi dan program kedepan.*®

Kedua, Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Studi
Atas Konsep Advokasi) oleh Hesbul Bahar Fakultas Syariah dan Hukum
jurusan Jinayah Siyasah. Pokok bahasan skripsi ini adalah tentang bagaimana
konsep advokasi dalam PKB serta implementasinya ke dalam produk
perundangundangan dan kebijakan publik lainnya.*!

Ketiga, Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai oleh Prof. Dr. H.
Imam Suparyogo yang diterbitkan tahun 2009. Buku ini memberikan
perspektif yang agak berbeda tentang bagaimana melihat sosok kiai dalam
mengemban peran-peran sosialnya. Di samping itu, dalam buku ini juga
menelusuri jejak-jejak keterlibatan kiai di politik. Keterlibatan kiai dalam
politik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari perdebatan konseptual

“Jmam Nahrawi, Moralitas Politik Pkb:aktualisasi PKB sebagai partai kerja Partai
Nasional dan Partai Modern (Malang: Averroes Press, 2005), him. 14

" Hesbul Bahar, Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Atas
Konsep Advokasi). Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,
20011.



interpretasi terhadap relasi Islam dan politik, sesuatu yang niscaya adalah
bahwa seharusnya kiai tetap mengemban misi amar ma 'ruf nahi munkar.**
Keempat, karya Muhammad Fu’ad Hisyam, yang berjudul “Pandangan
Partai Kebangkitan Bangsa tentang Presiden Perempuan”. Skripsi ini lebih
mengkaji tentang kelembagaan internal PKB, yaitu tentang asas visi dan misi,
struktur dan keanggotaan partai. Stressing dari skripsi ini adalah membahas
tentang Presiden Perempuan atas boleh dan tidaknya perempuan menjadi
Presiden, pandangan PKB sendiri terhadap Presiden Perempuan serta tujuan

dalil tentang kepemimpinan peremuan.™®

Dari beberapa karya tulis yang peneliti tulis diatas sebagai tela’ah
putaka, penelititidak menemukan satupun yang mengkaji ataupun meneliti
sebagaimana yang penelitibahas, oleh sebab itu menurut hemat
penelitipermasalahan yang penyusun kaji layak untuk dikaji dan diteliti.

G. KERANGKA TEORI
1. Tinjauan Tentang Manajemen
a. Pengertian Manajemen
Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk
mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-

*2 Imam Suparyogo, Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai (Jakarta: Lintas
Pustaka, 2009).

3 Muhammad Fu’ad Hisyam, Pandangan Partai Kebangkitan Bangsa tentang presiden
Perempuan, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,2010.
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orang serta sumber daya organisasi lainya.** Richard L. Daft,
mengartikan manajemen dengan pencapaian sasaran organisasi
dengan cara efektif dan efesien melalui  perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya
organisasi.™

Apa yang diatur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur
manajemen Yyang terdiri dari men, money, methods, materials,
machines, and market, disingkat menjadi 6M. Kenapa harus diatur?
Agar 6M itu berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan
terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Siapa yang
mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang
kepemimpinanya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan
semua proses manajemen tertuju serta terarah pada tujuan yang
diinginkan. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya yaitu melalui
proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) Dimana harus
diatur? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi
merupaka “alat dan “wadah” untuk mengatur 6M dan semua aktifitas

proses manajemen dalam mencapai tujuan.®

YErni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:
Prenada Media, 2015), hal. 6.

BRichard L. Daft, Manajemen, Edisi Kelima, Jilid I, terjemahan Edward Tanujaya
(Jakarta : Erlangga.2002 ). hal. 8

®Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, cetakan ke-9,
(Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal.8.
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b. Tujuan Manajemen
Pada dasarnya suatuaktifitas atau kegiatan selalu mempunyai
tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan organisasi adalah
mendapatkan laba (business organization), pelayanan dan pengabdian
(public organization) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang
ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu
hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realitas, dan cukup menantang”
untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika
tujuan jelas, realitas, dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk
mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu
mudah atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah.’
c. Funsi Manajemen
Fungsi manajemen yang penyusun pakai adalah berdasarkan
teori yang diterapkan oleh Nickels dan McHugh.fungsi-fungsi
manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels dan McHugh yang
terdiri dari empat fungsi,*® yaitu Planning, Organizing, Directing dan
Controlling.Namun dari semua aspek diatas, penelitiakan membahas
khusus pada fungsi perencanaan (Planning) dan pengawasan

(Controlling), yaitu:*

YIpid, hal. 14.
®Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, hal. 8

Ypid, hal, 10
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a. Perencanaan( Planning )

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk
mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan
penetuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target
dan tujuan organisasi.

Maka beberapa kegiatan yang terkait dengan perencanaan
adalah ;

1. Menentukan tujuan dan target organisasi

Kegiatan menentukan tujuan dan target organisasi adalah

sangat menentukan, oleh karena rencana dapat diformulasikan
dengan baik bila terlebih dahulu diketahui dengan baik apa yang
menjadi tujuan yang dikehendaki, sehingga tujuan dan target
yang hendak dicapai mempunyai landasan bagi langkah
selanjutnya dalam perencanaan.

2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target
organisasi

Tindakan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi

proses perencanaan, sebab dengan meremuskan strategi akan
diketahui gambaran tentang kondisi maupun situasi obyektif
yang melingkupi proses penyelenggaraan kegiatan sehingga
dapat menetapkan sasaran dan langkah-langkah yang akan

dicapai
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3. Menetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan
Pentingnya peranan Sumber Daya dalam proses melakukan
perencanaan seharusnya dipertimbangkan secara matang agar
proses yang dilakukan bisa memberikan hasil yang efektif dan
efesien
b. Pengawasan ( Controlling )
yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh
rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan
diimplementasikan bias berjalan sesuai dengan target yang
diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan
dunia yang dihadapi.
Kegiatan yang terkait dengan pengendalian dan
pengawasan adalah ;
1. Penetapan standard dan metode penilain kinerja anggota
Yang dimaksud dengan penetepan standar (alat ukur) disini
yaitu merumuskan standar untuk menentukan hasil tidaknya
pelaksanaan, standar diperoleh dari perencanaan yang telah
dijabarkan dalam target-target yang telah diukur, baik secara
kuantitas maupun kuantitas.
2. Penilaian kinerja anggota
Penilaian kinerja adalah kegiatan memeriksa sejauh mana
kinerja itu berjalan. Hal ini dapat diketahui dengan pengamatan

langsung atau pengamatan tidak langsung seperti dengan cara
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observasi, laporan-laporan, baik secara tertulis maupun secara
lisan.
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atauhkan tidak
Kegiatan ini adalah untuk meneliti dengan membandingkan
antara standar yang telah ditetapkan dengan Kinerja yang
dilakukan. Dari sini dapat diketahui tentang adanya
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
4. Pengambilan tindakan korelasi
Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dalam proses
pengawasan upaya pengambilan tindakan apabila terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang telah digariskan pada tujuan
yang telah ditetapkan.
2. Tinjauan Tentang Pendidikan Politik
a. Pendidikan politik
Pendidikan adalah usaha mempertahankan sistem yang
sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem nilai (politik,
budaya, deologi, pola keyakinan) sebagai proses mengaktifkan
unsur-unsur dinamis yang ada pada diri manusia. Yaitu sikap,
prilaku, sistem berfikir, panadangan dan unsur-unsur insignitif yang
diarahkan kepada suatu objek tertentu (kondisi pelestarian) agar
objek tersebut dapat didekati.’® Pada umumnya dapat dikatakan

politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik

% Rochajat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. (
Bandung : Mandar Maju. Cetakan Pertama,2006 ),Hal. 89
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yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu
dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.?

Dalam arti kata longgar, pendidikan politik dapat dianggap
sebagai sosialisasi politik. Namun dalam arti kata yang lebih ketat,
dapat diartikan sebagai usaha yang sadairi untuk mengubah proses
sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan
menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem
politik yang ideal dan hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu
akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang
mendukung sistem politik yang ideal itu.?

b. Pendidikan Politik Nasional

Pendidikan Nasional yaitu pendidikan yang berdasar pola
yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berjenjang dan dimulai
dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan ini
bersifat normal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang
diselenggarakan oleh masyarakat berdasar panduan pemerintah.
Bidang pendidikan mendapat perhatian khusus pemerintah karena
pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan negara

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah diarahkan
untuk membentuk sikap, perilaku dan pola pikir yang bersifat

integratif, yaitu suatu sifat yang melihat bangsa dalam suatu

21 Miriam Budiardjo : Dasar-Dasar llmu Politik. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
Cetakan Keempat Belas, Oktober 1992 ), hal. 8

22Alfian , Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. (Jakarata : PT Gramedia 1978) ,
hal. 235
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kesatuan yang utuh, tidak terpecah oleh pola keyakinan yang berada
diluar pola keyakinan yang telah diterima dan dijunjung tinggi
bersama. Pola keyakinan sebagai landasan berlangsungnya sistem
politik yang bersumber dari akar budaya, cenderung bersifat stabil.
Berbeda dengan pola keyakinan yang bersumber dari hasil pemikiran
orang atu kelompok yang dipaksakan melalui kekuatan sanksi
hukum, cenderung kearah perubahan akan sangat memungkinkan.
Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan suatu
negara dalam sistem apapun bentuknya adalah bertujuan untuk :
1) Mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut
sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan, sistem budaya).
2) Menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat
mempedomani aktivitas kehidupan bernegara.
3) Memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai
sekaligus membangun hasrat untuk mengendalikannya.
Pendidikan Politik Partai
Pendidikann politik yang dilakasanakan oleh parpol lebih
mengarah kepada tercapainya tujuan partai. Kalaupun orientasi
terakhir adalah kepentingan nasional namun berdasar kepada
konsep-konsep yang dilahirkan partai. Pendidikan politik partai
berkait erat dengan konfigurasi kepartaian atau sistem partai yang

dianut. Apabila sistem kepartaian bersifat jamak, maka akan terjadi
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bursa pengaruh didalam usaha menduduki lembaga-lembaga

kekuasaan yang akan mengendalikan kekuasaan negara.

Kontribusi pendidikan politik yang diselenggarakan parpol
cukup memberi makna apabila orientasi kepentingan memicu kepada
kepentingan nasional. Dalam kondisi semacam ini maka parpol
berfungsi sebagai sarana dan mekanisme di dalam mencapai fungsi
primer negara yaitu tujuan negara. Sifat-sifat dan komitmen moral
seluruh unsur kedalam totalitas sistem menandai bahwa pendidikan
politik dapat mendekati terhadap upaya melestarikan sistem politik
sekaligus sistem lainya.

Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik itu antara lain, ialah ,

1) Agar setiap warga negara bangkit kesadaran politiknya, seperti
menggunakan hak pilih, hak mengemukakan pendapat dan
kebebasan berkumpul dan berserikat, termasuk didalamnya
kebebasan mimbar.Tidak itu saja kesadaran politik itu akan
mengajari kita berdemokrasi.

2) Media untuk menimba ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupan
yang sesuai dengan norma dan tatanan kehidupan, pendidikan
juga modal untuk memperbaiki perilaku manusia, jadi
pendidikan politik bagi semua lapisan masyarkat untuk
memberikan pemahaman yang benar apa itu politik serta

memberikan rambu rambu mengenai hal-hal yang bertentangan
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tatanan kehidupan masyarakat sehingga diharapkan setelah
proses ini terjadi semua pihak bisa menjalankan,mengamati, dan
mengawasi politik dengan baik dan benar.

3) Agar masyarakat tahu pentingnya politik, supaya tahu hak dan
kewajiban dalam politik dan berpolitik praktis, sehingga
kedepanya masyarakat diharapkan bisa sebrsuara lantang bila
ada pembohongan publik yang mengatasnamakan politik.

4) Supaya masyarakat Kita tidak di bodohi lagi dengan “iming-
iming” para politisi yang menumbar-umbarkan janji-janji
palsunya hanya untuk kepentingan golonganya saja.

3. Pengkaderan ( Kaderisasi )

Menurut AS Hornby dalam kamusnya di katakan bahwa kader
adalah “cadre is a small group of people who are specially choosen and
trained for a particular purpose, atau “ cadre is a member of this kind of
group; they were to become the cadres of the new commaiiist parly”.23

Jadi pengertian kader adalah sekelompok orang yang terorganisir secara

terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang

lebih besar.

Adapun yang dimaksud dengan pengkaderan adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh organisasi dimana terjadi proses penanaman ideologi
organisasi tersebut terhadap calon kader yang mengikuti proses

pengkaderan. Organisasi apapun tentu memiliki kader terlebih organisasi

% A.S.Hornby, kamus Oxford Advanced Learner’s dictionary Of Current English, (
London, Oxford University Press, 1977 ). him. 898
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sosial politik ( Parpol ) tentu sangat memiliki sistem dan tata cara untuk
merekrut calon-calon kadernya.
a. Pengkaderan Pada Partai Politik
Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol
terhadap anggota partai calon kader merupakan kelanjutan dari fungsi
parpol, yaitu fungsi edukasi ( pendidikan ) dan fungsi rekrutmen.
Parpol sejatinya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik tetap
dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari fungsi
rekrutmen,dimana parpol setelah merekrut individu individu dari
masyarakat menjadi anggota akan memberikan pendidikan politik.
Setiap anggota parpol belum tentu otomatis menjadi kader
partai bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai terlebih
dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader.
Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti
pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pelaksanaan
fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan,
calon kader itu akan mendapatkan pemdidikan politik kader.
Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan
kualitas kader sebagai calon pelanjut sebagai calon pelanjut
kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik

lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program
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partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi
yang diklarifikasikan kedalam tiga jenjang,**
b. Manajemen Pengkaderan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen
adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengkordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai
sasaran (Goal) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan
dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara efesien berarti
bahwa tugas yang ada dilakasanakan secara benar terorganisir dan

sesuai dengan jadwal®®

.Sedangkan pengkaderan adalah adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dimana terjadi proses
penanaman ideologi organisasi tersebut terhadap calon kader yang
mengikuti proses pengkaderan.

Jadi yang dimaksud dengan manajemen pengkaderan disini
adalah suatu proses yang signifikan antara mesin dan manusia.pada
dasarnya mesin itu diciptakan oleh manusia agar memberikan respon
terhadap suatu input tertentu yang perintahnya falid. Mesin
merupakan alat bantu manusia untuk memudahkan berbagai kegiatan
manusia. Perbedaan antara mesin dan manusia adalah letak respon

mesin yang bersifat empiris atau presentase keberhasilan terbaik dan

presentase resiko lebih minim. Seorang manusia dapat memberikan

% Rochyat harun dan sumarno :komunikasi politik sebagai suatu oengantar, (mandar
maju, bandung,2006), him 94.

*Ricky W. Griffin, Manajemen Edisi Tujuh Jiid 1, hal, 178
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respon yang beraneka ragam sekalipun diberi input yang sama.
Apalagi bila input tersebut diberikan kepada manusia lain. Banyak hal
yang mempengaruhi input, yaitu : 1. llmu pengetahuan yang dimiliki

2. Pengalaman. 3. Asumsi 4. Lingkungan 5. Kondisi psikologis.?.

H. METODE PENELITIAN

Penelitimenyadari bahwa penggunaan dan pemilihan metode
penelitian sangat tergantung dari permasalahan yang diangkat dan menjadi
pokok bahasan. Dalam penelitian ini, penelitimendeskripsikan objek
penelitian secara jelas berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan

dengan mengemukakan gejala-gejala yang ada secara lengkap.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data®’ termasuk kategori
penilitian lapangan ( Field research ).? Ditinjau dari sifat-sifat data maka
termasuk dalam penelitian kualitatif.? Berdasarkan latar belakang yang
telah dikemukakan diatas maka penelitian ini berusaha mengungkapkan

serta menjawab dari rumusan masalah.

%6 Covey, The 8 in habits : From effectiveness to greatnes, ( New york USA : Free Press,
2004). hal. 10-13

*’Data berasal dari bahsa latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata ‘datun’ yang
berarti keterangan-keterangan suatu fakta. Talizuduhu Ndraha, Research, Teori, Metodologi,
Administrasi, ( Jakarta : bina aksara, 1981 ), hal, 76.

*penilitian lapangan adalah untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek
penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung terbaru tentang masalah yang
berkenaan, sekaligus sebagai cros cros cheking terhadap bahan-bahan yang telah ada.

Ppenelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat
penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat
deskriftif, lebih mementengkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan focus, dan hasil
penelitianya disepakati oleh kedua belah pihak ( Peneliti dan Subjek penelitian ), Lexy J.Moleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung, PT. Rremaja Rosdakarya, 2010 ), hal. 27.
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Semua Kkarakteristik dan variabel yang diteliti dideskripsikan
sebagaimana adanya tanpa ada perlakuan atau pengendalian secara
khusus. Substantif penelitian seperti ini pada dasarnya adalah fenomena
tentang dunia makna sehingga datanya bersifat kualitatif dengan latar
alamiah.®
Sumber Data Penelitian

Menurut Leofland sumber data utama dalam penelitian ini ialah
kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain.®* Data inti dari penelitian ini adalah dokumen-
dokumen, hasil cacatan wawancara dan observasi lapangan, foto-foto dan
data statistik jika diperlukan. Maka data primer dalam penelitian ini
adalah manajemen pengkaderan DPW PKB DIY Periode 2011-2016
dalam rangka pendidikan politik caleg partai dengan mengambil 3
Informan dari masing masing elemen pengurus DPW PKB Yogyakarta,
yang terdiri dari KetuaDewan Syura DPW PKB DIY, Sekjen DPW PKB
DlY, dan 1 Orang Bendahara DPW PKB DIY.

Pengambilan sumber data ini berdasarkan asumsi bahwa orang-
orang tersebut mempunyai begaening posisi di pengurusan partai.
Kemudian, mereka adalah yang mempunyai kebijakan strategis dalam
menyusun manajemen pengkaderan partai. Adapun dumber data
sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber untuk melengkapi

data penelitian, maka diperlukan adanya sumber-sumber untuk

**exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, hal. 150.

1bid, hal.157
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melengkapi data penelitian sesuai dengan judul peneliti Manajemen
Pengkaderan DPW PKB Yogyakarta dalam rangka Pendidikan politik
caleg partai yakni dengan buku buku referensi, laporan atau jurnal, Koran
dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha pengumpulan data yang dianggap relevan dengan
objek penelitian maka diperlukan adanya metode pengumpulan data.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Observasi Partisipatif
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,
penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar dari segi
proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi
dua yaitu observasi berperan serta dan non partisipan. Dalam
penelitian ini peniliti menggunakan observasi partisipan dan
terstruktur, artinya peneliti terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
Observasi partisifan ini tidak akan mendapat data yang mendalam,
dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai

dibalik perilaku yang tampak,yang terungkap dan yang tertulis.
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Terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis
tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

Dalam observasi ini peneliti mengamati dan mendeskripsikan
fakta secara cermat, dan terperinci mengenai bagaimana manajemen
pengkaderan dalam pendidikan politik caleg DPW PKB Yogyakarta
2014.

b. Metode Interview

Metode interview merupakan tanya jawab antara dua orang
tetapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan
yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.®® Interview atau wawancara
yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin,
yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan
pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat,
dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara ini lebih harmonis
dan tidak kaku.>* Dalam praktiknya penyusun mewawancarai
beberapa orang yang penelitianggap mengetahui tentang data-data
penelitian khusunya ketua DPW PKB D.l. Yogyakarta dan para

pengurus lainya atau peserta pengkaderan yang mengikuti

%23ugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ( Bandung :
Alfabeta,2012), hal. 145-146.

% Rahmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, ( Jakarta : Kencana prenada
Media Group, 2006 ), hal. 99.

% Dudung Abdurrahman, pengantar metodologi penelitian, ( Yogyakarta :IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta ), 2002 ), Hal. 33-34
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pendidikan politik calon anggota legislatif partai, maupun
masyarakat.
c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi®® adalah peneliti berproses dan berawal
dari menghimpun dokumen®, memilih-milih dokumen sesuai
dengan tujuan penelitian, kemudian ditelaah dan dicatat serta
ditafsirkan. Selain itu metode dokumentasi bias diartikan sebagai
metode pengumpulan data melalui dokumen sebagai sumber
data.*’Dokumen yang bisa digunakan bisa berupa otobiografi,
catatan harian, berita Koran atau surat kabar, artikel majalah, foto-
foto dan lain-lain.*®

Menurut Onong yang termasuk dalam dokumentasi ada tiga
hal,  yakni pertama,sistem pengklarifikasian ~ dokumen,
pengkalrifikasian dokumen sendiri dapat dibagai menjadi dua
kronologis  (Dicatat secara  berurutan) dan  sisitematis
(Diklarifikasikan sesuai topik). Kedua, pelengkapan data dengan

dokumen dan ketiga, penggunaan dokumen tersebut sebagai sumber

% Menurut suharsimi arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12, ( Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2002 ), Hal. 206.

% Dokumen adalah bahan tertulis yang berupa buku, surat kabar, majalah, transkip, dan
sebagainya. Iman Suprayoga dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, ( Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2003 ), hal. 164.

%" Onong Ucahaya Efendi, Kammus Istilah Komunikasi, ( Bandung: Mandar Maju, 1989
), hal.104.

% Deddy Mulyana, Metodologi penelitian kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakrya,
2004 ), hal. 195.
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data.*® Metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber
data primer untuk memperoleh data mengenai profil DPW PKB
Yogyakarta kepengurusan periode 2011-2016.
4. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis
interaktif yang di kemukakan oleh Huberman & Miles terdiri dari reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.”’Adapun penjelasan
lebih rinci sebagai berikut :

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan
sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif
berlangsung, karena tujuan dilakukanya proses ini adalah untuk lebih
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data
yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data. Maka hal tersebut
dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan  adanya penarikan kesimpulandan pengambilan
tindakan. Melalui hal tersebut, peneliti akan lebih memahami apa

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

% Onong Ucahaya Efendi, Kamus Istilah Komunikasi, hal. 104.

“0'M. Idrus, Metode Penelitian llmu-llmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitaiff, (
Yogyakarta: Ull Press, 2007), hal.150-152.
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c. Penarikan kesimpulan adalah dimulai dari permulaan pengumpulan
data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi
yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut
merupakan langkah terahir dari analis data penelitian kualitatif.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh
mengenai pembahasan ini. Secara global akan penelitiperinci dalam
sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

BAB I: Merupakan kerangka dasar yang berisi penegasan Judul, Latar
belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

BAB Il: Berisi tentang gambaran umum penelitian yang terdiri dari atas
profil DPW PKB Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2016
dan profil informan yang menjadi key informan dalam penelitian

BAB Ill: Membahas inti dalam proses penelitian ini dimana pada bab Il
merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil
proses dilapangan dan analisi terhadap penilitian obyek.

BAB 1V:Penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang

kesimpulan, saran-sarandan kata penutup
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkanhasil penelitian mengenai penerapan fungsi perencanaan dan
pengawasan dalam pengkaderan Pendidikan Politik Calon Anggota Legisltif
Partai DPW PKB DIY, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

Fungsi perencanaan telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan
teridentifikasinya sebagian besar permasalahan yang ada pada pengkaderan
pendidikan politik calon anggota legislatif partai dan mampu ditemukan
solusinya.

Langkah-langkah yang dilakukan DPW PKB D.l.Yogyakarta dalam
melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengkaderan adalah, penerapan
standard dan metode penilaian kinerja kader, penilaian apakah Kkinerja
memenuhi standar ataukah tidak dan pengambilan tindakan korelasi. Dalam
prosesnya, Fungsionalisasi Pengawasan di DPW PKB DIY belum maksimal.
Sebab partai dalam penelitian masih setengah-setengah dalam menjalankan
fungsi pengawasanya serta terdapat tumpang tindih dalam mengorganisir tugas
pada pengurus partai. Salah satunya disebabkan karena aturan yang kurang

ketat dan partai tidak tegas memberlakukanya.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang penelitiperoleh, maka
penelitidapat memberikan saran-saran yang relevan agar DPW PKB DIY
mampu meciptakan kader-kadernya dengan apa yang menjadi harapanya;

1. Kepada Peneliti berikutnya, aspek keuangan dalam penyelenggaraan
pendidikan politik partai kiranya penyusun menyarankan untuk diteliti
mengingati  kurang baiknya tata kelola keuangan. bisa terlihat dari
pencatatan yang kurang rapih, baik dari pengurus ataupun dari kader.
Padahal partai adalah pilar demokrasi dan publik berhak tahu tentang
keuangan partai sehingga prinsip transparansi bisa terwujudkan.

2. Kepada DPW PKB DIY, dalam pencalonan kepala daerah maupun anggota
legislatif, harusnya partai dalam perencanaan beserta pengawasanya telah
mempersiapkan kader-kadernya dari jauh hari sebelumnya. Jangan sampai
partai hanya bisa menciptakan kader instan yang menganggap partai hanya
sebagai perahu tumpangan saja untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan,
untuk mengatasi hal ini penelitimenyarankan agar DPW PKB DIY
memiliki sejumlah kader partai di tiap-tiap kepengurusan DPC yang ada di
DIY. Dan dalam hal pendaftaran caleg partai, dan peneliti menyarankan
agar partai benar-benar melakukan seleksi yang ketat terhadap kader-kader

yang hendak didaftarkan.
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Lampiran 1

Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Priode 2011 — 2016

MUSTASYAR

1. K.H. Zamakhsyari

2. K.H. Mabarun

3. K.H. Hamin Noor Y osef

4. HM.S. Gandung Sifa’ Prawoto
DEWAN SYURA

Ketua : K.H. Masrur Ahmad MZ.
Wakil Ketua : H. Sukamto, S.H.
Wakil Ketua : K.H. Muhammad Djawis Masruri
Wakil Ketua : K.H. Abdul Hafidh
Sekretaris : H. Abdul Halim Muslih
Wakil Sekrtaris : H. Amin Muhaimin
Wakil Sekretaris : Mifta’im An’am

Anggota : K.H. Mashudi Marzugi
Anggota : K.H. Moh. Yasin

Anggota : K.H. Abdul Karim

Anggota : K.H. M. Wajidil Minan
Anggota : K.H. Muhammad Rifqi, S. Ag.
Anggota : Binti Rosyidah

Anggota : Drs. Ibnu Hadjar, S.H., M.1.S.
Anggota : Drs. H. Achmad Supono
Anggota : H. M. Abdul Kowi

Anggota : Dra. Dyah Isti Narmiyanti



DEWAN TANFIDZ

Ketua : H. Agus Sulistiyono, S.E.

Wakil Ketua : Sukoyo, S. Ag.
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Wakil Ketua : Dr. Drs. H. A.. Fauzan Asmara, M.M.
Wakil Ketua : Ahmad Yubaidi, SH., S. Pd., CN.
Wakil Ketua : Hidayatut Thoyyibah, S. Ag.
Wakil Ketua : Hj. Endang Setyani, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Suharyanto SW.

Wakil Ketua : Marita, SE., M.M.

Wakil Ketua : Sudaryanto, SH,. M. Hum.

Wakil Ketua : Siti Mukarromah

Wakil Ketua : Hj. Riyaningsih, SE.

Wakil Ketua : Titoniyah

Sekretaris : Umaruddin Masdar

Wakil Sekretaris : Fitroh Nurwijoyo Legowo, SPd. Si.
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Wakil Sekretaris : Achmad Riyanto, S.H.I.

Wakil Bendahara : Jakfar Shodik, S. Th
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Lampiran 2

Mabda Siyasi

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu
bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin,
bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu
mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin

terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu
adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya Yyang
mengejawantahkan nilai nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan
keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia
dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang
dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil
dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan
(alta’awun serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati
bersama (al-istigomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial
(al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan
persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa)

adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang
dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab
yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu

mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya



jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hakhak dasar manusia
seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan
pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan
(hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan arangan adanya pemaksaan agama
(hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi
serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas
perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya
harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar
ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala

kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat
yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan
penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh
dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan
pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas,
memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok
masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan
sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan
Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur

kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan

. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya
milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia
merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang
oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian
dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang
amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran,

keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.



6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan
sebaikbaiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu
menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi
kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan
rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat.
Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya
adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan
dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan
itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak
memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang
institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus
selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan
kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam
arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat
memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus

terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik
yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa
Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai
Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan
tali persaudaraan antar sesama
yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan

(ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu



menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus
saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya

. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah
diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang
berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta
mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi
corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak
karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat
beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai
wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak
untuk  menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan
memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan
menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas
agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi,
misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai
Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak
segalabentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan

dan didirikanya partai.



Lampiran 3
Naskah Deklarasi
NASKAH DEKLARASI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu
bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan
sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan
keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji
serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri;
bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan;

serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati berasama

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai citacita
tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi,
sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan,
pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan
praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan

kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah
terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan

kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari



bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui

suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufig, hidayah dan inayah Allah SWT serta

didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga
Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang
bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai

Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M
Para Deklarator

MUNASIR ALI

ILYAS RUCHIYAT

ABDURRAHMAN WAHID

A. MUSTOFA BISRI

A. MUHITH MUZADI



Lampiran 4
LAMBANG PKB DAN MAKNANYA

THembela Tang Cewan

(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:

a) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai,
yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan,
kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

b) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang
berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang
memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;

c) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua
ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

(2) Arti warna adalah sebagai berikut :

a) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos
perjuangan partai;

b) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia
yang menjadi tujuan perjuangan

¢) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan

dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA PENULISAN DENGAN BERBAGAI NARASUMBER
DALAM MELAKUKAN PENELITIAN GUNA PENYUSUNAN SKRIPSI
DENGAN JUDUL “ MANAJEMEN PENGKADERAN DPW PKB DIY
PERIODE 2011-2016 DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK CALON
ANGGOTA LEGISLATIVE PARTAI (TELAAH FUNGSI PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN)

PERENCANAAN

1. Bagaimana pendapat anda sebagai Ketua Dewan Syura mengenai fungsi
perencanaan sebagai pengarah kebijakan organisasi dalam PKB ketika
melakukan perencanaan penyelenggaraan pengkaderan dalam pendidikan
polotik ?

Jawab: ya kalau pengarahan ketika masih melakukan perencanaan itukan
yang bertanggung jawab sepenuhnya pengurus harian partai. Jadi artinya
apa...karena dalam prosedurnya begitu. Bahwa yang bertanggung jawab
adalah pengurus partai. Kan begitu..!

Narasumber: K.H. Masrur ahmad MZ, Ketua Dewan Syura DPW PKB DIY

2. Apakah proses manajerial dalam pengkaderan pendidikan politik PKB sudah
sesuai dengan perencanaan ? pernahkah terjadi dalam menejerial partai
mengalami suatu kejadian di dalam PKB dalm pendidikan politik partai yang
itu di luar dugaan PKB itu sendiri ketika melaksanakan perencanaan
Jawab : :kita memang sering ya, atau bahkan sering sekali apa
namanya..menemukan hal-hal atau kejadian-kejadian yang itu memang benar-
benar diluar dugaan atau perencanaan atau disini ngomongin perencanaan

ya..berarti dugaan diluar apa yang telah kita rencanakan. Misalnya saja



masalah anggaran dana, materi dan sebagainya, dan terkadang juga persoalan
akomodasi

Narasumber : K.H. Masrur ahmad MZ, Ketua Dewan Syura DPW PKB DIY

3. Bagaimana manajemen PKB dalam merencanakan anggaran dana yang telah
tersedia untuk pelaksanaan pendidikan polotik ?
Jawab  : persoalaan anggaran memang begitu urgent ya..tapi perlu digaris
bawahi bahwa apapun kendalanya kegiatan Pendidikan Politik harus bisa
dijalankan kenapa..? karena mengingat kegiatan ini sangat.. sangat... penting
sekali dalam partai politik. Makanya memang kami mempersiapkanya dari
jauh-jauh hari sebelum kegiatan itu dilakasanakan agar efesiensi dapat
tercapai
Narasumber: K.H. Masrur ahmad MZ, Ketua Dewan Syura DPW PKB DIY

4. Apayang menjadi standar kualitas bagi PKB dalam pendidikan Politik ?
Jawab . Sebenarnya dalam Pendidikan Politik yang sekaligus adalah
dalam rangkaian pelaksanaan pemenangan pemilu adalah tidak semata hanya
mengutamakan pada kualitas ke populeran saja ! tapi seberapa jauh Caleg
PKB menguasai tingkat kualitas kinerja itu sendiri. Yah..seperti komitmen,
mempunyai visi dan misi yang jelas untuk Indonesia yang lebih baik tentunya.
Narasumber : Wawancara dengan Bapak Firoh Nurwijoyo, SPD. Si Wakil
Sekretaris DPW PKB DIY , 3 Mei 2015.

Menetapkan Tujuan Dan Perencanaan

5. Apa tujuan PKB dalam mengadakan pendidikan politik ?
Jawab Jadi sekalai lagi saya katakana, bahwa PKB melakukan pendidikan
politik husus nya bagi caleg, tidak semata-mata hanya mengutamakan
kepopuleran calon atau apa dsb, tapi yang penting bagi kami adalah
bagaimana para kader PKB dalam pileg kemarin bisa bersikap santun dan

beretika dalam berdemokrasi di Indonesia, gitu mas



Narasumber: Bapak Firoh Nurwijoyo, SPD. Si Wakil Sekretaris DPW
PKB DIY

Bagaimana penerapan tujuan strategis yang memiliki nilai jangka waktu 5-6
tahun ?

Jawab : ya..mungkin hal yang menjadi topik kultural itu kalau di partai kami
yang dinamakan dengan ini ya, apa namanya...tujuan strategis yang kamu
maksud tadi. Ya melakukan dialog dengan elemen masyarakat, mengadakan
seminar, pelatihan pokonya semacam itu deh

Narasumber : Wawancara dengan Bapak Firoh Nurwijoyo, SPD. Si  Wakil
Sekretaris DPW PKB DIY , 3 Mei 2015

Bagaiman dengan tujuan taktis yang berdasarkan teori itu mampu dilihat
hasilnya selama kurang lebih 1-3 tahun ?

Jawab : ya bagi kami, tujuan taktisnya itu ya fokus pada pengkaderan karena
pengkaderan dalam pendidikan politik PKB itu cukup panjang, ga Cuma
sehari, dua hari. Ada tiga jenjang dalam pengkaderan pendidikan politik kami.
Pertama, kader dasar, kader lanjutan, nah kader lanjutan ini di bagi dua ada
kader menengah, ada kader lanjutan. Terakhir akademi politik. Bagaimanana
penjelasanya? Mas lihat coba di lihat di arsip saja penjelasanya, ya
Narasumber : Wawancara dengan Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW
PKB DIY , 4 Mei 2015

. Apa Tujuan Pendidikan politik pada jenjang menengah ?

Jawab : hmm. Jadi tujuan jenjang menengah ini supaya semua kader
memahami jelas dalam memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
mas.biar ga salah tindakan dan sebagainya, gitu.

Narasumber : Wawancara dengan Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW
PKB DIY , 4 Mei 2015.



9.

10.

Apa yang menjadi identitas kader PKB setelah mengikuti pendidikan politik ?
Jawab : Ada ciri khusus seseorang yang telah mengikuti pengkaderan pada
pendidikan politik ini mas, pertama lebih demokrasi dan menerima pendapat
orang lain itu khas nya, selain itu juga tidak melakukan illegal logging karena
pada diri setiap kader PKB telah tertanam nilai-nilai ahlul sunnah wal
jama’ah

Narasumber : Wawancara dengan Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW
PKB DIY

Bagaimana arah dalam pelaksanaan tujuan oprasional ?

Jawab : Tujuan Operasional itu kalo setahu saya ya...tujuan yang sudah
masuk pada akhir periode kepengurusan. Artinya apa, bahwa kita harus
melaporkan dan atau setidaknya kita tahu dan punya gambaran kotor dengan
seluruh persiapan yang untuk program selanjutnya, khususnya pendidikan
politik

Narasumber : Wawancara dengan Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW
PKBDIY ,

Perumusan Strategi Untuk Mencapai Tujuan Dan Target Organisasi

11.

12.

Bagaimana kiprah atau skala organisasi PKB DIY ?

Jawab: ngomongin persoalan skala organisasi bisa dikatakan tidak diragukan
lagi ya. Soalnya apa..PKB sendiri secara structural kelengkapan lembaga
sudah lengkap dan menyeluruh. Di seluruh wilayah Indonesia ada
Narasumber : Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW PKB DIY ,
Bagaimana tanggapan anda mengenai peran teknologi dalam partai PKB ?
Jawab : nah, peranan teknologi dalam PKB ini sangat penting mas, hususnya
dalam dunia perpolitikan, PKB memaknai teknologi itu sebagai media untuk
mensosialisasikan politik, baik berupa pendidikan politik ataupun yang lainya,
kenapa, karena sekarang ini politik tanpa memaksimalkan peran teknologi itu

bahaya, karena kan partai politik punya fungsi seperti komunikasi politik,



13.

14.

15.

sosialisasi politik, terus rekrutmen politik satu lagi, hmmm pengatur konflik.
Nah, dari situ makanya pemanfaatan teknologi bagi DPW PKB penting
sebagai wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam mengelola
kehidupan bernegara

Narasumber : Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW PKB

Bagaimana ruang lingkup menejemen produksi dalam PKB yang dilibatkan
dalam pelaksanaan PKB ?

Jawab : ya .. kalau saya membaca dan memahami, bagiatan yang dinamakan
manajemen produksi itu apa ya..?! hmm, ini kata dasar produksi gitu ya,
tentunya tidak lepas dari tempat cetak, nah kalau di pendidikan politik berarti
kita harus menetukan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Begitu... ya !
terus produksi itu terkait dengan bentuk mesin untuk mencetak. Nah, berarti
ini masuk pada desain pelaksanaan kegiatan itu seperti apa, apa yang seperti
kemarin atau ada inovasi yang berbeda, jadi yang harus kita persiapkan
adalah, media dan prasarana untuk memaksimalkan proses pengkaderan yang
efektif. Agar apa.. ya agar kader itu menjadi kader yang memiliki basis
intelektual dan kerja praktis yang berkualitas

Narasumber : Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW PKB DIY

Bagaiman manajemen keuangan PKB dalam penyelenggaraan kegiatan PKB?
Jawab : Ya makanya ini kan salah satu bentuk proses pengkaderan dalam
pendidikan politik, maka bagaimana strategi untuk mencari anggaran dana ini,
biasaya memang kita ada keuangan yang sudah dianggarkan oleh partai untuk
pengkaderan ini. Ada khusus manajerial keuangan partai

Narasjumber : Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW PKB DIY
Bagaimana manajemen informs PKB dalam menyelenggarakan Informasi ?
Jawab : Nah, untuk persoalan manajemen informasi biasnya informasi
internal lebih kepada emosional kalo eksternal itu tentang sejauh mana
kualitas kader dalam menjangkau keinginanya. Hmm..terus biasanya dalam

publikasi biasanya kita memanfaatkan internet, medsos dsb mas



Narasumber: Bapak Sukoyo, S,Ag Wakil Ketua DPW PKB DIY

FUNGSI PENGAWASAN

16. Bagaimana pandangan anda tentang tujuan yang jelas ?

17.

18.

Jawab : dalam asumsi saya secara pribadi, bahwa yang dimasksud dengan
tujuan yang jelas adalah, PKB Sebagai partai politik tentunya kan harus
mampu menetukan dengan jelas dan terperinci. Misalnya ya..pengkaderan kali
ini harus mampu memproduksi kader yang berkarakter, menjadi sosok
tauladan untuk rakyatnya dan kader juga harus memberikan totalitasnya
sebagai subjektifitas polik. Gitu lo, walaupun, faktanya kadang masih ada
yang belum total

Narasumber : Umarudin Masdar sekretaris DPW PKB DIY

Bagaimana cara PKB dalam melakukan penilaian terhadap Kkinerja
penyelenggara pendidikan politik ?

Jawab : Penilaian kinerja anggota gitu ya..! hmm gini aja deh, itu sama saja
dengan kita yang tidak bisa menilai kita sendiri. Meskipun hal ini dicoba,
akan tetapi yang tampak pada sisi kita sendiri itu kan, nilai-nilai positif saja
paling, makanya kita selalu survey pendapat public terhadap kinerja kader-
kader kita dan tentunya dalam kepengurusan pun ada bagianya sendiri untuk
memantau Kinerja kader baik yang sudah di legislative dan seterusnya
Narasumber : Umarudin Masdar sekretaris DPW PKB DIY

Metode apa yang dilakukan PKB ketika terjadi penurunan kinerja kader ?
Jawab : Yang mampu Kkita lakukan untuk kembali meningkatkan Kkinerja
partai salah satunya ada fit and proper test. Agar memang para kader ini tidak
lupa terhadap pemikiran bangsa ini, karena kita PKB ya khususnya salah
satunya gagasan Gus Dur. Gitu mas.. karena memang dinamika kehidupan itu
memang kadang menurun kadang kebawah tapi itu semua ada solusinya. Nah,
salah satunya kita pake solusi tadi itu

Narasumber : Umarudin Masdar sekretaris DPW PKB DIY



Kebutuhan minta form pendaftaran , teks pelantikan, daftar kuantitas anggota

baru masa rekrutment kader periode 11-16, maretri pendidikan pilitik
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